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ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan pada Kantor Camat Kubu Babussalam ini bertujuan
agar dapat melihat kesesuaian penerapan akuntansi pada pemerintah Kecamatan
Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir (Studi kasus pada Kantor Camat Kubu
Babussalam) dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara,
dokumentasi, dan observasi. Setelah semua data terkumpul kemudian data dianalisis
dengan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan antara teori dan praktek yang
ada, kemudian dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk disajikan di skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah pihak Kantor Camat Kubu Babussalam
Kabupaten Rokan Hilir belum menerepakan Prinsip-prinsip Akuntansi Berlaku
Umum seperti tidak melakukan pemisahan antara jurnal penerimaan serta
pengeluaran kas transaksi langsung dicatat kedalam buku kas umum dan tidak ada
pemisah jurnal anggaran serta jurnal finansial dan tidak mengakui tanah dan
bangunan sebagai aset tetap. Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir
juga belum membuat jurnal penyesuaian. Sehingga perlu disempurkan agar
penerapakan Akuntansi Pemerintah pada Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten
Rokan Hilir dapat dilaksanakan dan dievaluasi sesuai dengan Prinsip-prinsip
Akuntansi Berlaku Umum.

Kata Kunci : Prinsip-prinsip Akuntansi Berlaku Umum, Akuntansi Keuangan
Daerah.



ABSTRACT

This research, which was conducted at the Kubu Babussalam sub-district
office, aims to see the suitability of accounting applications in the Kubu Babussalam
sub-district government, Rokan Hilir district (Case study at the Kubu Babussalam
sub-district office) with Generally Applicable Accounting Principles.

The types and sources of data used in this study were interviews,
documentation and observation. After all the data has been collected, then the data is
analyzed using the descriptive method, namely by comparing the existing theory and
practice, then from these results conclusions can be drawn to be presented in the
thesis.

The result of this research is that the Office of the Head of Kubu Babussalam
Rokan Hilir Regency has not applied General Accounting Principles such as not
separating the receipts and cash disbursements from direct transactions recorded
into the general cash book and there is no separation of budget journals and
financial journals. The Office of the Head of the Kubu Babussalam Sub-district,
Rokan Hilir Regency, has also not made an adjusting journal. So it needs to be
perfected so that the application of Government Accounting at the Office of the Head
of the Kubu Babussalam Sub-District of Rokan Hilir Regency can be carried out and
evaluated in accordance with Generally Accepted Accounting Principles.

Keywords: Generally Accepted Accounting Principles,Local Financial Accounting
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan
kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang
berkembang diantaranya ialah perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada
badan-badan pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah
mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber
keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang
berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut,
tidaklah berarti bahwa pemerintahan daerah dapat menggunakan sumber-sumber
keuangan yang dimilikinya dengan bebas tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Dalam paradigma pemerintahan perlu dilangsungkan serta untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance), demokrasi, kompeten, dan patuh pada
peraturan yang berlaku, serta mengawasi hak asasi manusia. Hak dan kewenangan
yang luas diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus
dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di
daerah maupun kepada pemerintahan pusat. Untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan melakukan pengembangan

kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi.



Standar Akuntansi Pemerintah yang diyakini berdampak pada peningkatan
kualitas pelaporan di pemerintahan. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan
akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga bertujuan
memberikan pedoman utama dalam penyusunan dan menyajikan pelaporan keuangan
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Dalam menyusun laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang
diatur oleh pemerintahan pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan
pemerintahan yang bersifat mengikat seluruh pemerintahan daerah. Undang- undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, undang - undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, undang-undang nomor 71 Tahun 2010,
Permendagri nomor 64 Tahun 2013, undang-undang tersebut adalah bentuk dari
undang-undang yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan menggunakan
sistem akuntansi dan juga memberikan kewenangan yang lebih luas. Kewenangan
yang dimaksud diantaranya adalah keleluasan dalam pengarahan atau penggunaan
sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Untuk memahami anggaran pemerintahan juga perlu untuk memahami sistem
dan mekanisme pengelolaan keuangan negara, maka perlu untuk mengetahui tentang
bagaimana sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang berlaku umum.

Dengan diterapkan sistem akuntansi keuangan diharapkan aktivitas instansi
dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah

diamanahkan pemerintah. Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi



pemerintah merupakan hal yang paling utama untuk diperhatikan, kerena sistem
akuntansi keuangan dapat dijadikan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk
seluruh kegiatan keuangan.

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan adalah agar pengelolaan keuangaan
dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value of money sehingga
tercipta akuntabilitas. Adapun pengertian dari value of money merupakan inti
pengukuran Kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat
dinilai dari sisi Output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan
Input, Output, dan Outcame secara bersama-sama (Mardiasmo, 2009:127).

Transparan yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan, sedangkan akuntabilitas (accountability) merupakan
konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengarah pada pengelolaan
atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk
melaporkan, sedangkan accountability mengarah pada pertanggungjawaban oleh
seseorang steward kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo, 2009:21).

Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Salah satu upaya kongkrit
untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
adalah penyajian laporan pertanggungjawaban dan pemerintahan yang memenuhi

prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan



yang telah berlaku umum. Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan
pemerintahan daerah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan ini
terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi
dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya
yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode, pelaporan untuk
kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi.
Dalam melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah
mempunyai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Peraturan
Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2016.

Terkait dengan pelaporan keuangan harus dibuat sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP). Proses akuntansi menurut SAP yang tertera di dalam
peraturan 71 tahun 2010 yakni pertama mendokumentasi transaksi keuangan kedalam

bukti transaksi keuangan kedalam bukti transaksi serta melakukan analisis transaksi.



Tahap kedua ialah jurnal transaksi, berupa peringkasan data, transaksi yang
tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat kedalam jurnal umum,
kemudian transaksi yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat kedalam kedalam
jurnal penerimaan kas, sedangkan untuk pengeluaran dicatat kedalam jurnal
pengeluaran kas.

Tahap ketiga adalah memposting kebuku besar, transaksi atau kejadian yang
telah dicatat kedalam buku jurnal, selanjutnya secara berkala diposting kedalam buku
besar. Fungsi buku besar adalah untuk memisahkan antara kewajiban, atau utang dan
ekuitas, dan untuk mencatat rincian tertentu digunakan buku besar pembantu. Tahap
selanjutnya adalah daftar saldo yang merupakan daftar rekening-rekening beserta
saldo yang menyertainya. Adapun saldo rekening angkanya diambil dari saldo
terakhir yang ada disetiap rekening buku baik sisi debit maupun kredit.

Tahap kelima yaitu - membuat jurnal penyesuaian, agar laporan keuangan
menunjukan kondisi keuangan yang wajar pada rekening tertentu dalam kelompok
pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat
timbulnya hak dan kewaiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran yang
berkenaan.

Selanjutnya tahap keenam adalah pembuatan Neraca Saldo Setelah
Penyesuaian setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Kemudian tahap ketujuh
adalah hasil membuat laporan keuangan. Laporan ini menyajikan informasi yang
berguna untuk mengambil keputusan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan mengambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan,



kemajuan realisasi pembiayaan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD entitas pelaporan menyusun laporan keuangan meliputi; Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (Permendagri
No. 13 Tahun 2006)

Tahap yang terakhir adalah membuat jurnal penutup, biasanya dilakukan
setelah diakhir periode anggaran tahunan. Penutup ini menyebabkan saldo rekening-
rekening pendapatan belanja/biaya menjadi nol sehingga rekening-rekening tersebut
siap kembali menerima data akuntansi berikutnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga diterapkan pada Kantor Camat.
Pada penelitian terdahulu menunjukan bahwasannya masih ada kelemahan akuntansi
pada kantor camat. Pada penelitian Ony Olivia (2020) hasil penelitian menjelaskan
bahwa pada Kantor Camat Lima Puluh Kota Pekanbaru belum menerapkan Sistem
Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan salah satu kecamatan dari 15
kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kecamatan Kubu
Babussalam merupakan pemekaran dari Kecamatan Kubu yang diresmikan pada
tanggal 15 Maret 2012 oleh Bupati Rokan Hilir saat itu.

Pelaksanaan akuntansi pada Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan
Hilir berpedoman pada undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undanng-
undang 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Permendagri 64

tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada



Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Bupati Rokan Hilir No.79 Tahun 2019
tentang Kebijakan Akuntansi.

Proses penerapan akuntansi pada Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten
Rokan Hilir tidak melakukan jurnal harian untuk pencatatan transaksi baik
penerimaan maupun pengeluaran kas melainkan langsung dicatat kedalam kedalam
Buku Kas Umum (Lampiran 7) dimana dalam buku kas tersebut terdapat kolom
tanggal, nomor bukti, uraian, kode rekening, penerimaan dan pengeluaran kas serta
saldonya. Setelah pencatatan di Buku Kas Umum Kantor Camat Kubu Babussalam
membuat Jurnal Umum dan memposting kebuku besar, dan mengiktisiarkan ke
Neraca Saldo serta belum membuat Jurnal Penyesuaian terhadap asset tetap.

Selanjutnya Kecamatan Kubu Babussalam membuat Laporan Keuangan yang
terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE), Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Setelah dilakukan pengamatan terhadap siklus akuntansi Kantor Camat Kubu
Babussalam ditemukan ada beberapa permasalahan diantaranya, yakni tidak membuat
jurnal anggaran dan jurnal finansial, dan juga tidak membuat jurnal yang memisahkan
pencatatan antara penerimaan serta pengeluaran kas dan tidak membuat jurnal
penyesuaian terhadap asset tetap. Kantor camat kubu babussalam juga tidak
mengakui asset berupa tanah, yang mana tanah adalah salah satu asset yang dimiliki

suatu entitas.



Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan judul penelitian
Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Kecamatan Kubu Babussalam
Kabupaten Rokan Hilir.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas, maka masalah
dari penelitian adalah Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pemerintahan
Pada Kantor Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan

Prinsip-prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi yang diterapkan pada kantor Camat

Kubu Babussalam, dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dilakukannya
penelitian ini adalah:
a. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengalaman dan
pemahaman mengenai penerapan akuntansi pada Pemerintah Kantor Camat
Kubu Babussalam.
b. Bagi Kantor Camat Kubu Babussalam, sebagai sarana untuk masukan yang

dapat dijadikan perbaikan-perbaikan dalam merencanakan keuangan dan



dapat mengetahui manfaat dari penerapan akuntansi yang baik serta menjadi

contoh bagi kecamatan-kecamatan lain.

c. Bagi peneliti lainnya, agar dapat dijadikan perbandingan atau acuan bagi

pembaca yang akan mengadakan penelitian sejenis bagi peneliti dimasa yang

akan datang.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematis penulisan pada skripsi ini dapt dibagi menjadi 5 bagian

atau 5 bab yakni :

BAB |

BAB Il

BAB I11

PENDAHULUAN

Didalam bab ini akan menjelakan mengenai latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dimana dalam
manfaat penelitian akan mencakup dua bagian yakni manfaat secara
teoritis dan juga manfaat praktis, dan sistematika penulisan.

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan menguraikan atau menjelaskan tentang landasan-
landasan teori ataupun kajian teoritis nya yang menyangkut dari
penelitian ini dan dibagian akhir bab ini akan disimpulkan sebuah
hipotesis.

METODE PENELITIAN

Didalam bab ini akan menguraikan mengenai metode penelian yang
meliputi objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan

data, dan teknik analisis data.



BAB IV

BAB V
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini berisikan analisis data observasi yang dilakukan
mencakup proses olah data serta berkesesuaian kah teori yang ada

dengan praktek lapangan.
SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan bagian penutup yang mana nanti akan
mencakup mengenai simpulan dan juga saran mengenai masalah yang

ada dan dibahas didalam



BAB I1

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS
2.1. Telaah Pustaka
2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Catur Sasongko, dkk (2016:2) akuntansi adalah
proses/aktivitis yang menganalisis mencatat, mengklasifiksikan, mengiktisarkan,
melaporkan, dan menginterprestasikan informasi keuangan untuk kepentingan para
penggunanya.

Sedangkan menurut Suwardjono (2014:2) akuntansi merupakan bagian
penting dari pihak, dan menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah
akuntansi secara beralasan, atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat
dipertanggungjawabkan.

2.1.2 Ruang Lingkup Akuntansi

Timbulnya bidang-bidang khusus dilapangan akuntansi dikarenakan adanya
kemajuan teknologi dan perekonomian karena kemampuan dari seseorang terhadap
cabang suatu ilmu sangat terbatas. Bidang-bidang akuntansi diantara lain adalah :

a. Akuntansi keuangan

Akuntansi keuangan adalah ssalah satu bidang ilmu akuntansi yang

mempelajari bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan yang berguna

untuk pihak dalam dan pihak luar perusahaan

11
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Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang
mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak
manajemen yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan.
Akuntansi perusahaan

Akuntansi perusahaan disebut juga akuntansi yang komersial adalah bidang
akuntansi yang tujuannya mencari laba (profit oriented) secara rinci akuntansi
perusahaan dapat dibedakan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi
manajemen lebih ditujukan untuk menghasilkan iformasi keuangan bagi
pengelola perusahaan.

Akuntansi pemerintahan

Salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan
pelaporan transaksi-transaksi yang ada diinstansi pemerintah  dan
menghasilkan laporan keuangan pemerintahan.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini

sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas public atas

dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas

pengguna akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.

Menurut Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:43) akuntansi keuangan

daerah adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan

transaksi ekonomi (keuangan) dan entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau
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provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan
ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau
provinsi) yang memerlukan.

Menurut PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem
akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisiaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pemerintah daerah.

Pemerintah sebagi salah satu bentuk organisasi sector publik memiliki tujuan
umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat
membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konsitusi atau
undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan antara lain adalah :

a) UUD Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara

b) UU di bidang keuangan negara

¢) UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemda, khususnya
yang mengatur keuangan daerah

e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan
pusat dan daerah

f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Daerah

g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan
pusat dan daerah (Nordiawan, 2012:130-131).

h) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51

2.1.4 Ciri Khas dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi

bisnis diantarnya :
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1. Dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba rugi

2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan

3. Akuntansi pemerintah bias menggunkan lebih dari satu jenis data

4. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan
neraca dan hasil operasional

5. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan
perundang-undangan.

6. Didalam akuntansi pemerintah tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan

didalam neraca.

Adapun akuntansi pemerintah secara khusus memiliki tujuan yakni;

1. Akuntabilitas
Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan
sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis.
Tujuan utama akuntabilitas ditekankan kepada setiap pengelola atau
manajemen dapat menyampaikan  akuntabilitas keuangan dengan
menyampaika laporan keuangan.

2. Manajerial
Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi
manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBD dan

strategi pembangunan lain.
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3. Pengawasan

Menurut Hasan Nurmalis dan Fauzi Achmad, 2017 bahwa Akuntansi
pemerintah dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan
keuangan Negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK-RI.

Sedangkan garis besar tujuan akuntansi keuangan adalah untuk menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan
perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 26 bahwa
akuntansi keuangan daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan untuk mengambil keputusan baik
keputusan ekonomi, social, maupun politik.

2.1.5 Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan

Menurut PP 71 tahun 2010, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
dimaksudka sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar
dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam
melakukan kegiatannya, serta penggunaan laporan keuangan dalam memahami
laporan keuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi

dan pelaporan keuangan pemerintahan yaitu :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan- LO, beban, aset, kewajiban,
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dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat
hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum
diterima di rekening kas umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan
beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti
bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas,
maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum
Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas
umum Negara/Daerah. Namun jika anggaran disusun menggunakan basis
akrual maka LRA harus disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk
neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat
terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi isi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayarkan.

. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau

sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan
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akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari
pada penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal
tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban
terkait.
. Prinsip Realisasi
Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui
anggaran pemerintah suatu priode akuntansi akan digunakan untuk membayar
utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan
laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui
setelah diotorisasi melaui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Subtance Over Form)
Infornasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa
lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila subtansi transaksi
transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten dengan aspek formalitasnya, maka
hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).
. Prinsip Priodisitas
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).
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Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode
akuntansi kemetode akuntansi lain. Jika metode pergantian metode dapat
memberikan informasi yang lebih baik dari metode lama maka pengaruh atas
perubahan metode tersebut diungkapkan dalam CalLK.
Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan
dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau

catatan atas laporan keuangan.

. Prinsip Penyaajian Wajar

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbanagan sehat diperlukan
bagi penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian
peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan
sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung
unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi
ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi
dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan

Pemerintahan
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2.1.6.1 Sistem Pencatatan
Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan
pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Dimaksud
identifikasi adalah mengeidentifikasi transaksi ekonomi, agar dapat
membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.
Yang pada dasarnya transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan
pengurangan sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan
menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.
Ada beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, sebagai
berikut:
1. Single Entry
Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata
buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan transaksi
ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang
berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan
transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi
pengeluaran.
2. Double Entry
Sistem pencatan double entry juga sering disebut dengan tata buku
berprasangka. Dalam pencatatan ini, setiap perencanaan harus menjaga
keseimbangan antara sisi debit atau sisi kredit dari persamaan dasar

akuntansi.
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3. Tripel Entry
Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan
menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan
pencatatan pada buku anggaran. Karena itu, sementara sistem pencatatan
double entry dijalankan, bagian keuangan pemerintah juga mencatat
transaksi tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Entry artinya setiap
ekonomi dicatat dua kali pencatatan atau menggunakan sistem pencatatan
double, pencatatan harus menjaga persamaan dasar akuntansi,kedua sisi
harus seimbang.
2.1.6.2 Dasar Pengakuan
Pengertian pengakuan dalam akuntansi menurut Standar Akuntansi
Pemerintahan adalah proses penetapan terpenuhinya kreteria pencatatan suatu
kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian
yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
dan pembiyaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada
laporan keuangan entitas peloporan yang bersangkutan. Pengakuan
diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan
keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa

untuk diakui yaitu:
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Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berkaitan dengan
kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk
kedalam entitas pelaporan yang bersangkutan;

Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam dunia akuntansi, basis akuntansi menjadi pemikiran penting

dalam melakukan pencatan. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang

dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang

dipilih juga akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang dibangun,

baik kerangka konseptual maupun pernyataan-pernyataan, terkait dengan

kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.

Dalam praktik akuntansi pemerintahan, terdapat empat macam basis

akuntansi yang biasa digunakan, antara lain :

a)

b)

Basis Kas (Cash Basis), menurut basis ini selain melakukan pengakuan
hanya berdasarkan kas masuk dn kas keluar. Akibatnya dilaporkan dalam
neraca (jika dibuat) hanya akun kas, sehingga ekuitas dana yang ada disisi
pasiva hanya mengambarkan keadaan kas.

Basis Akrual (Acrual Basis), menurut basis ini mengakui transaksi pada
saat terjadi dan mempunyai fokus pengukuran pada semua sumber daya
yang dimiliki. Demikian, neraca yang dibuat basis akrual akan
melaporkan semua kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang memiliki, baik

yang bersifat lancar maupun tidak lancar.
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c) Basis Kas Modifikasi (Modifed Cash Basis), menurut basis ini merupakan
sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang
dihasilkan basis kas, sekaligus menyediakan informasi yang hanya bisa
dimunculkan oleh basis akrual.

d) Basis Akrual Modifikasian (Modifed Acrual Basis), menurut basis ini
pada dasarnya mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan kejadiannya,
tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan (Nordiawan,
2012:141-143)

2.1.7 Tujuan Dari Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan
umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, saldo anggaran lebih arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengavaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan
pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan
atas sumber daya yang dipercaya kepadanya dengan:
a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas pemerintah;
b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi

kewajiban dan ekuitas pemerintah;
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¢) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi

d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengavaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya (PSAP Nomor 01-33)

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 163-164) tujuannya adalah sebagai berikut:

a) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran
kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit
pemerintah.

b) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi
ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi
didalamnya

c) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor Kinerja, kesesuaiannya
dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan
ketentuan lain yang disyaratkan.

d) Memberikan informasi untuk perencanaa dan penganggaran, serta untuk
memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian
tujuan operasional.

e) Memberikan informasi untuk mengevaluasi Kkinerja manajerial dan
organisasional;

a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga
memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria
yang telah dite tapkan, membandingkan dengan Kkinerja periode-
periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintahan lain

b. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta
efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan terget
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c. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program,
aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah
d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equality) dan keadilan

(equity)
2.1.8 Unsur Laporan Keuangan Pemerintahan
Menurut PSAP No.1 Paragraf 14 komponen-komponen yang terdapat dalam
satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary
reports) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
1) Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Kerangka Konseptual PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 61-62, laporan
realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang
mengambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan.
Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari Pendapatan,
Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Masing-masing unsur tersebut
didefinisikan sebagi berikut:

a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas
dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
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c) Transfer penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan lain
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d) Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh
pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima
kembali baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran
berikutnya.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL) menyediakan
informasi mengenai saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo
anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir suatu entitas pelaporan.

3) Neraca
Menurut Kasmir (2016:30) “Neraca merupakan ringkasan laporan keuangan
disusun secara garis besarnya saja dan tidak mendetail.”

4) Laporan Operasional (LO)

Pada Kerangka Konseptual PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 78-79 dijelaskan
bahwa Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaan Yyang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan pemyelenggaraan pemerintah dalam satu periode
pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional
terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
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a. Pendapatan- LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahn
nilai kekayaan bersih.

b. Beban aadalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh
suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Akun luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa
(Erlina,Rambe OS, Rasdianto:2015)

5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan penjelasan naratif,

analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan

SAL), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus

Kas dan Neraca.

2.1.9 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 ini

membahas mengenai keuangan Negara mulai dari bentuk laporan keuangan yang
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akan disajikan sampai dengan ke isi dari laporan pertanggungjawaban agar sesuai
dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Dalam peraturan ini membahas menindak lanjuti peraturan pemerintah nomor
24 Tahun 2005 yang membahs tentang basis kas yang digunakan saat pengakuan
transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, lalu basis akrual digunakan pada saat
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pada peraturan pemerintah nomor 71
Tahun 2010 ini membahas mengenai proses basis kas menuju basis akrual. Dengan
adanya peraturan ini diharapkan pelaporan yang dilaporkan nantinya telah

menggunakan basis akrual sepenuhnya.

2.1.10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) merupakan

serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan
dan peningkatan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual ataupun dengan menggunakan aplikasi computer. Dala Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (6) juga disebutkan bahwa dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi anggaran

2. Neraca

3. Catatan atas laporan keuangan
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Sistem akuntansi pemerintah terdiri dari :
a. Prosedur akuntansi penerimaan kas

Berikut ini uraian mengenai prosedur penerimaan kas yang tercantum dalam
pasal-pasal Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :

Prosedur penerimaan kas yang berikutnya adalah :

1. Kepala daerah dapat menunjukan bank, badan, lembaga keuangan atau kantor
pos yang bertugas melaksanakan sebgaian tugas dan fungsi bendahara
penerimaan.

2. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor kos sebagian dimaksud pada ayat
(1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umun daerah
paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang kas diterima.

3. Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi
dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

4. Badan, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada
daerah memlui BUD.

5. Tata cara penyetoran dan mempertanggujawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

b. Prosedur pengeluaran kas
Berikut ini uraian mengenai prosedur pengeluaran kas menurut Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 vyaitu :
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Penyediaan Dana

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas
menertibkan SPD yang disiapkan yang disisapkan oleh kuasa BUD untuk
ditanda tangani oleh PPKD, pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan

berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

b) Penerimaan Pembayaran

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD,
bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. SPP yang dimaksud terdiri dari
SPP uang persediaan (SPP-UP), SPP ganti (SPP-GU), SPP tambahan uang
(SPP-TU), dan SPP langsung (SPP-LS). Pengajuan SPP dilampiri dengan
daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. Permintaan
pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social belanja bagi hasil,
bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPD
dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepad PPKD melalui
PPK-SKPD.

Perintah Membayar

Dalam hal SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran menerbitkan SPM dan dinyatakan tidak lengkap,
pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.

Dalam hal penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan,
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yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SPM.

Pencairan Dana

Dalam pencairan dana adalah kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen
SPM vyang diajukan oleh pengguna anggaran pengguna anggaran agar
pengeluaran yang diajukan tidak melampui dan memenuhi persyratan yang
ditetatapkan dalam perundang-undangan kelengkapan dokumen SPM-UP
untuk menerbitkan SP2D adalah surat penyertaan tanggung jawab pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran. Dokumen
yang digunakan kuasa BUD dalam manatausahakan SP2D mencakup :

1) Register SP2D

2) Register surat penolakan penerbitan SP2D

3) Buku kas penerimaan dan pengeluaran

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Bendahara pengeluran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan
penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan
kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat 10 bulan
berikutnya. Dokumen yang digunakan dalam menata usahakan
pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:

a. Register penerimaan laporan pertanggung jawaban pengeluaran (SPJ)

b. Register pengesahan laporan pertanggung jawaban pengeluaran (SPJ)

c. Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
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d. Register penutupan kas

2.1.11 Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Standar ini
digunakan untuk pengambilan keputusan, kebijakan akuntansi, dan rujukan dalam
proses pembuatan laporan keuangan berbasis akrual.

2.1.12 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2019

Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang kebijakan akuntansi bertujuan untuk
mengatur prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-
praktik yang dipilih dalam penyelenggaraan akuntansi guna penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintahan untuk bertujuan umum. Peraturan bupati
Rokan Hilir merupakan turunan dari peraturan mentri dalam negeri nomor 64 tahun
2013.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah
dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian ini
adalah Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah Kecamatan Kubu Babussalam
Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

yang berlaku umum.
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METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Penulis memakai metode kualitatif karena penulis berupa interprestasi peneliti

akan sebuah fenomena, kemudian penelitian ini bersifat deskripsi yang didukung
dengan teori-teori yang relevan.
3.2 Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten
Rokan Hilir yang berlokasi di JI. Sungai Panji-Panji
3.3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang penulis kumpulakan dalam meyelesaikan
penelitian ini adalah :

a) Data Primer, yaitu data yang penulis ambil secara langsung dan diolah sendiri,
dari wawancara lisan kepada pihak bagian keuangan yang ada di Kantor
Camat Kubu Babussalam

b) Data Skunder, yaitu data yang sudah diolah dan disiapkan yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti seperti, sejarah kantor camat, visi dan misi,
struktur organisasi, laporan keuangan tahun 2017 dan 2018 Kantor Camat

Kubu Babussalam.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan saat mengambil data peneliti
disesuaikan dengan metode. Hal ini dilakukan karena dalam pengumpulan data
metode dan teknik saling berhubungan, maka teknik pengumpulan data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah :
a) Wawancara
Dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak bagian
keuangan pada kantor camat kubu babussalam yang mempunyai wewenang
dalam memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.
b) Dokumentasi
Dokumentasi yang dikumpulkan yaitu dengan memfotocopy dokumen atau
laporan keuangan yang diterima dari bagian keuangan Kantor Camat Kubu
Babussalam berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi
anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, daftar aset
da lain sebagainya.
3.5 Teknik Analisis Data
Dalam analisis data yang diperoleh untuk digunakan menelaah permasalahan
yang ditemui adalah metode deskriptif, yaitu data yang dukumpulkan,
dikelompokkan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat membandingkan
kenyataan yang ada dengan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah

yang dibahas dan selanjutnya disajikan dalam bentuk hasil penelitian
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Camat Kubu Babussalam

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Camat Kubu Babussalam

Otonomi daerah yang diberlakukan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa
daerah sebagai unsur Pelaksanaan Daerah diberikan kewenangan penuh untuk
menyelenggarakan pemerintahannya dan melaksanakan tugas-tugas Pemerintah
Daerah dalam rangka otonomi daerah.

Sesuai dengan filosofinya , tujuan pemekaran wilayah ialah ingin
meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah melalui pemerintah daerah yang
otonom. Selayaknya pemekaran wilayah, atau pembentukan pemerintahan otonom
baru tidaklah diartikan dengaan pengalihan kekuasaan pemerintah pusat, akan tetapi
harus dipahami sebagai wujud dari demokrasi yang sebenar-benarnya, yang
kemudian mampu mendorong tumbuhnya sebuah kemandirian pemerintahan sendiri,
karena otonom daerah sebetulnya berarti otonom masyarakat di daerah-daerah, yang
diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang sejumlah prakarsa dan kemandirian

dalam lembaga demokrasi.
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Pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam terbentuk berdasarkan peraturan
Derah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Kecamatan Kubu Babussalam, yang dulunya berinduk pada Kecamatan Kubu.
Kecamatan Kubu Babussalam terdiri dari beberapa Kepenghuluan antara lain;
Kepenghuluan Sungai Panji-panji, Kepenghuluan Pulau Halang Muka, Kepenghuluan
Pulau Halang Belakang, Kepenghuluan Pulau Halang Hilir, Kepenghuluan Sungai
Majo, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir,

Kepenghuluan Sungai Pinang, Kepnghuluan Jojol, Kepenghuluan Teluk Nilap.

4.1.2 VISI DAN MISI KANTOR KECAMATAN KUBU BABUSSALAM

VISI
Terwujudnya Kecamatan Kubu Babussalam Sebagai Pusat Pemberdayaan
Masyarakat Dan Pelayanan Administrasi Terpadu Yang Amanah Dan
Profesional Untuk Mendorong Terciptanya Masyarakat Kecamatan Kubu
Babussalam Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera Dan Beradap.

MISI

1. Mewujudkan upaya pengembangan sistem dan mekanisme pembinaan
aparatur perangkat kecamatan dan perangkat kepenghuluan sehingga memiliki
kompetensi, taggungjawab, professional, dalam penyelenggaraan dan
kemasyarakatan.

2. Mewujudkan upaya pengembangan sistem dan mekanisme

pengimplementasikan sistem pelayanan administrasi terpadu, terutama yang
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berkaitan dengan sistem administrasi kependudukan, perizinan usaha,
administrasi kepegawaiaan, dan jaminan sosial dasar.

Mewujudkan upaya pengembangan sistem dan mekanisme fasilitasi, mediasi,
dan koordinasi dalam penyelenggara pengembangan wawasan kebangsaan
dan kegiatan keagamaan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, kesetaraan

dan toleransi.
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4.1.3 Struktur Organisasi dan Tugas Bagian /Unit Kerja Tempat
Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kecamatan Kubu Babussalam

| CAMAT |

Drs.AHMAD ATIN
NIP. 19681211 199002 1 001

SEKETARIS KECAMATAN

H.SAKRONI,SE
NIP.19631206 198604 1 002

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN SUBBAG KEUANGAN

SANDRAYADI.A.Md
NIP. 19820104 201001 1 025

TIDAR ANUGRAH HAQ
NIP.19941012 101609 1 002

SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI PEMBERDAYAAN
KETENTRAMAN DAN SEKS| PEMBANGUNAN SEKSI PELAYANAN UMUM KESEJAHTERAAN
KETERTIBAN MASYARAKATAN
USMAN MUZA MUKHTAR IRWAN NURFADLI, S.KEP
NIP.19580626 198203 1 008 NIP. 196903011993031005 NIP.197712142000121001

Tugas Bagian/Unit Kerja Tempat

A. Camat

a) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang
diperlukan melakukan tugas

b) Melaksankan kewewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk
menangani sebagai urusan otonomi daerah.

¢) Merumuskan program kegiatan kecamatan.

d) Menjabarkan perintah atasan.

e) Melaksanakan sebagian tugas Bupati dikecamatan dalam bentuk pelimpahan
wewenang.
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f) Melaksanakan koordinasi.

g) Menyusun usulan masukan dari kelurahan /kepenghuluan.

h) Memberikan pelayanan dan prima terhadap masyarakat.

1) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemerintah desa dan
masyarakat.

J) Melaksanakan tugas kedinas lain sesuai pemerintah ataasan melaksanakan
kewewenangan pemerintah yang yang melimpah oleh bupati yang meliputi;

k) Perizinan

I) Rekomendasi

m) Koordinasi

n) Pembinaan

0) Pengawasan

p) Fasilitas

q) Penetapan

r) Penyelenggara dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan sesuai dengan
peraturan.

. Sekretaris Camat

a) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang
diperlukan didalam melaksanakan tugas.

b) Merumuskan perencanaan dan program serta penyusutan rancangan kepada
camat

c) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah camat.

d) Melaksanakan terti administrasi dan tata usaha.

e) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat.

. Sub Bagian Kepegawaian

a) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang
diperlukan didalam melaksanakan tugas.

b) Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

¢) Mengurus kenaikan gaji berkala.

d) Mengurus kenaikan pangkat.

e) Mengurus absensiasi.

f) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah camat.

g) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat.

. Sub Bagian Keuangan
a) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang
diperlukan didalam melaksanakan tugas.
b) Melaksanakan urusan keuangan
¢) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan kepada camat.
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E. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban
a) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang
diperlukan didalam melaksanakan tugas.
b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertipan
masyarakat.
c) Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam menjaga
ketentraman dan ketertipan masyarakat.

F. Seksi Pelayanan Umum
a) Agenda Surat
b) Membuat perencanaan dibidang pelayanan umum
c) Melaporakan pelaksanaan tugas kepada camat.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
a) Pengendalian dan evaluasi dalam pengembangan kependudukan
b) Membuat perencanaan program bidang kesejahteraan masyarakat
¢) Mendata masyarakat yang kurang mampu.

H. Seksi Pembangunan
a) Membuat rekomendasi pebuatan izin bangunan
b) Membuat proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh CV
¢) Mendata tempat-tempat yang dijadikan tempat usaha.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas
1.  Penerimaan Kas

Sebelum penerimaan dana Kantor Camat Kubu Babussalam, pada bagian

Bendahara Pengeluaran harus membuat surat permohonan kegiatan berdasarkan
neraca kepala badan selaku pengguna anggaran, selanjutnya kantor camat kubu
babussalam disposisi untuk pemegang kas yang kemudian akan diserahkan kepada
Bendahara Umum Daerah. Kemudian bagian Bendahara Umum Daerah

mengeluarkan Surat Permohonan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana
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(SP2D), kwitansi, perincian dan kemudian ditandatangani, Bendahara Umum
Daerah menyerahkan cek kepada bagian yang membutuhkan dana. Setelah
menerima cek dari BUD maka dilakukan pencairan dana ke Bank Riau Kepri,
kemudian dana tersebut akan masuk kedalam kas sama buku pembantu kas
Bendahara Penerimaan kedalam BKU, namun belum dilakukan penjurnalan.
Berikut adalah flowchart dari penerimaan dana pihak Kecamatan Kubu

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.



Gambar 4.2
Bagan Penerimaan Kas
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir
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Bendahara
Pengeluaran

Camat

Bendahara
Umum Daerah

Bank

Membuat surat

Membuat memo
untuk pemegang

Siapkan dokumen:

permohonan u SPD,SP2D, dan
kas kwitansi
A 4
Tanda tangan SPD, Pemegang kas Pencairan dana
Tanda Tangan  _ SP2D, dan mengeluarkan ke Bank Riau
kwitansi cek kebagian Kepri
yang
memerlukan
<
Dana d'ari Bank Laporan

Riau Kepri di — Pelaksanaan

masukan ke kas

Kegiatan

Sumber: Data yang diolah penulis,2020

Dari bagan penerimaan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penerimaan

kas yang dijalankan Kantor Camat Kubu Babussalam sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum.
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2.  Pengeluaran Kas
Sedangkan pencatatan pengeluaran kas di Kantor Kecamatan Kubu
Babussalam diawali dengan ketua pelaksana menunjukan permohonan dana
tersebut, kemudian atasan dari Bendahara Pengeluaran akan memberi persetujuan
pembayaran yang dilakukan ketua pelaksana. Lalu Bendahara Pengeluaran
menerbitkan kuintansi atas semua pengeluaran dilanjutkan dengan mengeluarkan
berkas yang dibutuhkan yakni: SPD, SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) yang
digunakan sebagai bukti pengeluaran kas. Berkas tersebut akan diperiksa dan di
tandatangani oleh atasan Bendahara Pengeluaran dan Camat Kubu Babussalam,
yang kemudian akan membuat jurnal atas transaksi tersebut.
Dibawah ini merupakan flowchart dari pengeluaran Kas di Kecamatan Kubu

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
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Gambar 4.3
Bagan Pengeluaran Kas
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Ketua Bendahara Camat
Pelaksana Pengeluaran
i itanai Berkas diterima
Permohonan Menerbitkan kuitansi s
SPD, SPM, sP2D [—»|  laluditanda
Dagg tangan Camat
Dana di keluarkan )
dari kas
\ 4
Pelaksanaan Laporan
Kegiatan Pelaksanaan
Kegiatan

Sumber : Data yang diolah Penulis.2020

Dari flowchat pengeluaran kas yang dijalankan oleh kantor camat kubu

babussalam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4.2.2  Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Camat Kubu Babussalam

Kabupaten Rokan Hilir

Prosedur Akuntansi di Kantor Camat Kubu Babussaalam mencatat seluruh
transaksi yang terjadi ke dalam Buku Kas Umum (Lampiran 7) dan diakhiri dengan

membuat laporan keuangan, menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
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seharusnya pihak Kantor Camat Kubu Babussalam membuat jurnal umum yang

memisahkan antara jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran kas, serta jurnal

anggaran dan jurnal finansial baru diakhiri dengan membuat laporan keuangan. Yang

dicakup dalam laporan tersebut yakni: LRA (Lampiran 2), Neraca (Lampiran 1),

Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran 3), Laporan Operasional (Lampiran 4), serta

tak lupa pula Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut ini adalah contoh transaksi pada Kantor Camat Kubu Babussalam

Kabupaten Rokan Hilir:

06 Desember 2018 :

06 Desember 2018 :

Diterima SP2D Nomor : 07412/SP2D/LS/6.01.01.05/2018
Pembayaran belanja jasa cleaning service kantor bulan
Desember 2018 pada jasa cleaning service kantor kode

rekening 5.2.2.03.21 sebesar Rp. 3.300.000

Diterima SP2D Nomor : 07418/SP2D/LS/6.01.01.05/2018
pembayaran gaji pegawai Kantor Kecamatan Kubu
Babussalam Bulan Desember 2018 kode rekening 5.1.1.01.01

sebesar Rp. 49.964.187.00, dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji Pokok Rp. 35.605.000.00
- Tunjangan keluarga Rp. 4.461.682.00
- Tunjangan Jabatan Rp. 4.300.000.00
- Tunjangan Umum Rp. 1.080.000.00

- Tunjangan Beras Rp. 2.969.220.00



27 Desember 2018 :

27 Desember 2018 :
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- Tunjangan pph/khusus Rp. 4.008.00

- Pembulatan Gaji Rp. 467.00

- luran BPJS/kesehatan Rp. 1.202.001.00
- luran Jaminan Kematian Rp. 256.356.00

- luran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 85.453.00

Diterima SP2D Nomor : 09293/SP2D/LS/6.01.01.05/2018
Pembayaran belanja jasa cleaning service kantor bulan
Desember 2018 pada jasa cleaning service kantor kode

rekening 5.2.2.03.21 sebesar Rp. 6.600.000

Diterima SP2D Nomor : 09295/SP2D/LS/6.01.01.05/2018
pembayaran Belanja jasa supir dan penjaga malam untuk
Bulan Desember 2018 pada Kantor Kecamatan Kubu
Babussalam pada kegiatan penyediaan jasa supir dan pejaga
malam kantor kode rekening 5.2.2.03.19 sebesar

Rp.6.600.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Jasa Supir Rp.2.200.000.00

- Jasa Penjaga Malam Rp.4.400.000.00

Berdasarkan dari transaksi-transaksi diatas Kantor Camat Kubu Babussalam

Kabupaten Rokan Hilir mencatat transaksi tersebut ke dalam Buku Kas Umum

(BKU) sebagai berikut.



Tabel 4.1
Buku Kas Umum (BKU)
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Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Tgl No. Kode. Uraian Penerimaan | Pengeluaran
Bukti Rek (Rp) (Rp)
06/1 | 07412/SP2D/LS/6 Diterima SP2D | 3.300.000
2/ .01.01.05/2018
2018 Dibayar
Belanja Jasa
5.2.2.03.21 | Cleaning 3.300.00
Service -
06/1 | 09295/SP2D/LS/6 Penerimaan 49.964.187. -
2/ .01.01.05/2018 SP2D
2018 00
5.1.1.01.01 | Pembayaran - 35.605.000.
gaji
5.1.1.01.02 | Tunjangan -
00
Keluarga
5.1.1.01.03 | Tunjangan -
Jabatan 4.461.682.0
5.1.1.01.05 | Tunjangan -
Umum 0
5.1.1.01.06 | Tunjangan -
Beras
5.1.1.01.07 | Tunjangan - 4.300.000.0
Khusus
5.1.1.01.08 | Pembulatan - 0
Gaji
5.1.1.01.09 | luran BPJS - 1.080.000.0
5.1.1.01.17 | luran Jaminan
Kematian - 0
5.1.1.01.21 | luran Jaminan
Kecelakaan -
Kerja 2.969.220.0
0
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4.008.00
467.00
1.202.001.0
0
256.356.00
85.453.00
27/1 | 09293/SP2D/LS/6 | 5.2.2.03.21 | Diterima SP2D | 6.600.000 -
2/20 .01.01.05/2018
18 Dibayar
Belanja Jasa
Cleaning I
Service 6.600.000
27/1 | 09295/SP2D/LS/6 | 5.2.2.03.19 | Diterima SP2D | 6.600.000
2/20 .01.01.05/2018
18 Dibayar
Belanja Jasa
Supi
2.200.000
Dibayar
Belanja Jasa
Penjaga
Malam
4.200.000

Sumber : Kantor Camat Kubu Babussalam
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Pencatatan transaksi ke Buku Kas Umum yang dibuat pihak Kantor Camat
Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

No. 71 Tahun 2010.

4.2.2.1 Jurnal

a. Pemisah Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Dalam melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas kantor camat
kubu babussalam masih menggabungkan antara jurnal penerimaan dan pengeluaran di
dalam Buku Kas Umum.

Sebaiknya Pihak Kantor Camat Kubu Babussalam dalam melakukan pencatatan
transaksi dilakukan pemisahan antara jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas

seperti berikut :

Tabel 4.2
Jurnal Penerimaan Kas
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Debit Kredit
Tgl No.Bukti Uraian Kas Dibendahara R/K Pemerintah
Pengeluaran Daerah
06-Dec Penerimaan SP2D 3.300.000 3.300.000
06-Dec Penerimaan SP2D 49.964.187 49.964.187
27-Dec Penerimaan SP2D 6.600.000 6.600.000
27-Dec Penerimaan SP2D 6.600.000 6.600.000
Sumber : Data yang diolah penulis.2020




Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 4.3
Jurnal Pengeluaran Kas
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Desember 2018
Debit Kredit
N
. B.Cle | B.Gaji B.Tunj Be_lan | & Belan | Belan | B.Pem B.BPJ B.Jam B.Jami B.Jas | B.Penj Kas di
Tgl | B | Uraian ) angan ja a ) . S inan nan Bendahara
uk aninEm EKOK Keluar | Jabat | Fungs i3 Ja 7% Keseh | Kema | Kecela @ aga Pengeluara
. Servis | PNS , Beras | PPH | n Gaji . Supir | Malam
ti ga an ional atan tian kaan n
06- Jasa 1 3300
Dec CIen!ng 000 3.300.000
Servis
Gaji
gg; Induk 25638 35.605.000
PNS f
Tunjang
an 4.461.
Keluarg 682 4.461.682
a
Tunjang
an 4.300 4.300.000
.000
Jabatan
Tunjang
an 1.080.
Fungsio 000 1.080.000
nal
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Tunjang
an
Beras

2.969
.220

2.969.220

Tunjang
an PPH

4.008

4.008

Pembul
atan
Gaji

467

467

luran
BPJS

1.202
.000

1.202.000

luran
Kemati
an

256.3
56

256.356

luran
Kecelak
aan

85.453

85.453

27-
Dec

Jasa
Clening
Servis

6.600
.000

6.600.000

27-
Dec

Jasa
Supir

2.200
.000

2.200.000

27-
Dec

Jasa
Penjaga
Malam

4.400.
000

4.400.000

Sumber : Data di olah penulis.2020
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4.2.2.2 Jurnal Anggaran dan Jurnal finansial

Dalam melakukan penjurnalan pihak kantor camat kubu babussalam belum
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diantaranya belum membuat
jurnal pemisah antara anggaran dan finansial.

Dibawah ini merupakan bentuk dari pemisah antara jurnal finansial serta
anggaran atas transaksi yang telah terjadi diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah

No. 71 Tahun 2010.
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Tabel 4.4
Jurnal Umum
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir
Desember 2018

Tanggal No Rek Uraian Debit Kredit

Jurnal Finansial:
Kas di Bendahara 49.964.187
Pengeluaran SKPD

R/K Pemerintah 49.964.187
Daerah

Jurnal Anggaran:
No Journal karena
tidak bagian dari
transaksi belanja atau
pendapatan

(Untuk belanja LS)

06 Desember
2018

Jurnal Finansial:
Beban Gaji PNS 49.964.187
Kas di Bendahara 49.964.187
Pengeluaran
SKPD

Jurnal Anggaran:
Belanja Gaji PNS 49 964.187

Estimasi 49.964.187
Perubahan-SAL
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06 Desember
2018

Jurnal Finansial:

Kas di Bendahara

Pengeluaran SKPD
R/K Pemerintah
Daerah

Jurnal Anggaran:

No Journal
(Menerima SP2D
untuk pembiayaan
jasa kebersihan)

Jurnal Finansial:

Beban Jasa
Kebersihan
R/K Pemerintah
Daerah

Jurnal Anggaran:

Belanja Jasa
Kebersihan
Estimasi
Perubahan-SAL

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

27 Desember
2018

Jurnal Finansial:

Kas di Bendahara

Pengeluaran SKPD
R/K Pemerintah
Daerah

Jurnal Anggaran:

No Journal
(Menerima SP2D
untuk pembiayaan
jasa kebersihan)

Jurnal Finansial:

Beban Jasa
Kebersihan
R/K Pemerintah
Daerah

6.600.000

6.600.000

6.600.000

6.600.000

6.600.000
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Jurnal Anggaran:

Belanja Jasa
Kebersihan
Estimasi
Perubahan-SAL

6.600.000

27 Desember
2018

Jurnal Finansial:

Kas di Bendahara

Pengeluaran SKPD
R/K Pemerintah
Daerah

Jurnal Anggaran:

No Journal
(Menerima SP2D
untuk pembiayaan
jasa penjaga malam)

Jurnal Finansial:

Beban Jasa Penjaga
Malam
R/K Pemerintah
Daerah

Jurnal Anggaran:

Belanja Jasa Penjaga
Malam
Estimasi
Perubahan-SAL

4.400.000

4.400.000

4.400.000

4.400.000

4.400.000

4.400.000
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27 Desember
2018

Jurnal Finansial:

Kas di Bendahara

Pengeluaran SKPD
R/K Pemerintah
Daerah

Jurnal Anggaran:

No Journal
(Menerima SP2D
untuk pembiayaan
jasa supir)

Jurnal Finansial:
Beban Jasa Supir
R/K Pemerintah
Daerah

Jurnal Anggaran:

Belanja Jasa Supir
Estimasi
Perubahan-SAL

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

Sumber : Data diolah penulis.2020

4.2.2.3 Buku Besar

Kantor Camat Kubu Babussalam belum melakukan posting kebuku besar

baik secara manual maupun terkomputerisasi yang mana nanti nya berfungsi untuk

melihat saldo akhir suatu akun. Seharusnya Kantor Camat Kubu Babussalam

melakukan posting ke buku besar seperti dibawah ini:




Tabel 4.5

Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018

Tgl Uraian Ref Debit Kredit Total
[O)ic Menerima SP2D LS 3.300.000 3.300.000
06- | Membayar Jasa
Dec | Kebersihan 7 0
2% | Menerima SP2D Ls 49.964.187 49.964.187
06- | Membayar Gaji
Dec | Pokok PNS 35.605.000 14.359.187
06- | Meggan 4.461.682 | 9.897.505
Dec | Tunjangan Keluarga
06- | Membayar
Dec | Tunjangan Jabatan 4. LU 5.597.505
06- | Membgr 1.080.000 | 4.517.505
Dec | Fungsional Umum
06- | Membayar 2.960.220 | 1.548.285
Dec | tunjangan beras
06- | Membayar

PPH/Tunjangan 4.008 1.544.277
Dec

Khusus
06- | Pembulatan
Dec | Pembayaran Gaji 467 1.543.810
06- | luran Pembayaran
Dec | BPJS 1.202.001 341.809
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06-
Dec

21-
Dec

27-
Dec

27-
Dec

27-

Dec

21-
Dec

27-
Dec

luran Jaminan
Kematian

luran Jaminan
Kecelakaan Kerja

Menerima SP2D-LS

Membayar Jasa
Kebersihan

Menerima SP2D-LS

Membayar Jasa
Supir

Membayar Jasa
Penjaga Malam

6.600.000

6.600.000

256.356

85.453

6.600.000

2.200.000

4.400.000

85.453

6.600.000

6.600.000

4.400.000

Sumber : Data diolah penulis.2020
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Tabel 4.6
Buku Besar Beban Jasa Kebersihan
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Total
06 Membayar Jasa 3.300.000 3.300.000
Desembeg Kebersih;ln Kantor N o
2018
27 Membayar Jasa 6.600.000 6.600.000
Desember Kebersihan Kantor
2018
Sumber : Data diolah penulis.2020
Tabel 4.7

Buku Besar Beban Gaji Induk PNS
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Total
06 Membayar Gaji 49.964.187 49.964.187
Desember | duk PNS {3 o
2018
Sumber : Data diolah penulis.2020
Tabel 4.8

Buku Besar Beban Jasa Supir
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Total
27 Membayar Jasa 2.200.000 2.200.000
Desember y_ e e
2018 Supir

Sumber : Data diolah penulis.2020




Tabel 4.9
Buku Besar Beban Jasa Penjaga Malam
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Total
21 Membayar Jasa 4.400.000 4.400.000
Desembeg Penja ayMaIam T o
2018 1ag
Sumber : Data diolah penulis.2020
Tabel 4.10

Buku Besar Belanja Jasa Kebersihan
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Total
06 Membayar Jasa 3.300.000 3.300.000
Desember Kebersihgn Kantor pum o
2018
27 Membayar Jasa 6.600.000 6.600.000
Desember Kebersihgn Kantor e o
2018
Sumber : Data diolah penulis.2020
Tabel 4.11

Buku Besar Belanja Gaji Induk PNS
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Total
06 Membayar Gaji 49.964.187 49.964.187
Desember y : e e
2018 Induk PNS

Sumber : Data diolah penulis.2020
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Tabel 4.12
Buku Besar Belanja Jasa Supir
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Total
21 Membayar Jasa 2.200.000 2.200.000
Desember Suyir " P B
2018 P
Sumber : Data diolah penulis.2020
Tabel 4.13

Buku Besar Belanja Jasa Penjaga Malam
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Total
27 Membayar Jasa 4.400.000 4.400.000
Desember Penja ayMaIam . o
2018 12
Sumber : Data diolah penulis.2020
Tabel 4.14

Buku Besar R/K Pemerintah Daerah
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Total
06 Penerimaan
Desember Untuk Belanja 3.300.000 3.300.000
2018 LS
06 Menerima SP2D 49.964.187 49.964.187
Desember LS e e
2018
27 Penerimaan
Desember Untuk Belanja 6.600.000 6.600.000
2018 LS
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27 Penerimaan
Desember | Untuk Belanja 2.200.000 2.200.000
2018 LS
27 Penerimaan
Desember | Untuk Belanja 4.400.000 4.400.000
2018 LS

Sumber : Data diolah penulis.2020

Tabel 4.15

Buku Besar Estimasi Perubahan SAL
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Total
Pembayaran
06 Belanja Jasa
Desember Ja 3.300.000 3.300.000
Kebersihan
2018
Kantor
06 Penerimaan
Desember | SF 20 LS Untuk 49.964.187 | 49.964.187
2018 Membayar Gaji
Induk PNS
Pembayaran
27 Belanja Jasa
Desember )a 6.600.000 6.600.000
Kebersihan
2018
Kantor
27 Pembayaran
Desember | Belanja Jasa 2.200.000 2.200.000
2018 Supir
27 Pembayaran
Desember | Belanja Jasa 4.400.000 4.400.000
2018 Penjaga Malam

Sumber : Data diolah penulis.2020
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4.2.2.4 Tahap Pengikhtisaran

Setelah dilakukan pencatatan pada Buku kas, Jurnal Umum, dan Buku Besar
maka selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran dari buku besar ke neraca saldo.
Kantor Camat Kubu Babussalam belum melakukan pengikhtisaran yang mana nanti
berguna untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan pencatatannya dengan
benar (pengecekan debit kreditnya sudah seimbang). Kantor Camat Kubu
Babussalam seharusnya membuat Neraca Saldo seperti berikut ini:

Tabel 4.16

Neraca Saldo
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2018
No | No.Rek Uraian Debit Kredit
1 Kas Dibendahara Pengeluaran 0
2 Beban Gaji Induk PNS 49.964.187
3 Beban Jasa Kebersihan 9.900.000
4 Beban Jasa Supir 2.200.000
5 Beban Jasa Penjaga Malam 4.400.000
6 Belanja Gaji Induk PNS 49.964.187
7 Belanja Jasa Kebersihan 9.900.000
8 Belanja Jasa Supir 2.200.000
9 Belanja Penjaga Malam 4.400.000
10 Estimasi Perubahan-SAL 66.464.187
11 R/K Pemerintah Daerah 66.464.187
Total 132.928.374 132.928.374

Sumber : Data diolah penulis.2020
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4.2.2.5 Penyusunan Laporan Keuangan

Tahap selanjutnya yang dilakukan Kantor Camat Kubu Babussalam dalam
Proses penyusunan laporan keuangan adalah jurnal penyesuaian dimana Kantor
Camat Kubu babussalam Kabupaten Rokan Hilir pada akhir periode tidak membuat
jurnal penyesuaian. Seharusnya Kantor Camat Kubu Babussalam membuat jurnal
penyesuaian agar nilai dan akun-akun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sudah
menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Berikut ini adalah salah satu transaksi yang seharusnya dilakukan
penyesuaian:
a.  Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum Beberapa contoh aset tetap yaitu tanah,
peralatan dan mesin, bangunan/gedung, jalan, irigasi, dan jaringan, aset, tetap lainnya,
dan kontruksi dalam pengerjaan. Pada saat aset tetap diperoleh, ia dicatat sebesar
harga pokoknya. Selama masa pemakaian, aset tetap akan mengalami penurunan nilai
yang disebut penyusutan/depriasi (depreciation). Penyusutan merupakan beban bagi
suatu entitas besarnya beban penyusutan dipengaruhi oleh harga perolehan, umur
ekonomis/masa manfaat, dan nilai sisa aset. Ada beberapa metode yang digunakan
untuk menghitung beban penyusutan, tetapi yang paling sering digunakan yaitu

metode garis lurus.
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Adapun yang termasuk dalam aset tetap Kantor Kecamatan Kubu Babussalam
Kabupaten Rokan Hilir adalah tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung.
Namun Kantor Kecamatan Kubu Babussalam tidak mengakui tanah, bangunan dan
gedung sebagai aset tetap di karenakan belum tanda terima dari pihak dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tetapi sesuai dengan Subtansi Mengungguli
Bentuk Formal (Subtance Over Form) dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan sesuai dengan subtansi dan
realita ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila subtansi transaksi atau
peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut
harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut kemudian
dikurangi akumalasi penyusutan. Ini menunjukan bahwa nilai penyusutan ialah
pengakuan adanya penurunan nilai aktiva berwujud dan diakuai sebagai pengurangan
nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

Teknik pencatatan penyusutan dalam akuntansi pemerintah, dengan
menggunkan metode garis lurus untuk menghitung nilai penyusutan aset tetap dapat
dicontohkan sebagai berikut ini:

1) Penyusutan Peralatan dan Mesin

Pada neraca aset tetap peralatan dan mesin Kantor Kecamatan Kubu

Babussalam tahun 2017 sebesar Rp.297.421.800.00 dan penyusutan ditaksir selama 5

tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus.
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Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik, iventaris kantor, dan peralatan lainnya yang memiliki nilai-nilai yang
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari satu priode akuntansi dan dalam keadaan
siap pakai.

Untuk menghitung nilai Penyusutan dan Peralatan dan Mesin yaitu sebagai
berikut:

Rp.297.421.800.00
5

= Rp.59.484.360.00

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jurnal penyesuaiannya yang Vaitu
sebagai berikut:
Tabel 4.17

Jurnal Umum
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2017
Tgl Keterangan Debit Kredit
1/12 | Jurnal finansial
Peralatan dan Mesin 297.421.800.00
Kas di Bendahara 297.421.800.00
Pengeluaran SKPD
Jurnal Anggaran
Belanja Modal Peralatan dan 297.421.800.00
Mesin
Estimasi Perubahan SAL 297.421.800.00

Sumber : Data diolah penulis.2020
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Tabel 4.18
Jurnal Penyesuaian
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir
Desember 2017

Tgl Keterangan Debit Kredit

31/12 | Jurnal finansial
Beban Penyusutan Peralatan dan 59.484.360.00
Mesin
Akumulasi Penyusutan 59.484.360.00
Peralatan dan Mesin

Jurnal Anggaran
Tidak Ada Jurnal
(Karena bukan transaksi
pendapatan/belanaja)

Sumber : Data diolah penulis.2020

Hustrasi:

Pada tahun 2017 dibeli terali dan gorden Rp.140.312.000 dan penyusutan
ditaksir 5 tahun tanpa nilai sis. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus.

Untuk menghitung nilai penyusutan peralatan terali dan gorden adalah sebagai
berikut:

Rp.140.312.000
5

= Rp.28.062.400

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jurnal penyesuaiannya yaitu sebagai

berikut:



Jurnal Umum

Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir
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Desember 2017
Tgl Keterangan Debit Kredit
1/12 | Jurnal finansial

Peralatan Terali dan Gorden 140.312.000
Kas di Bendahara 140.312.000
Pengeluaran SKPD

Jurnal Anggaran

Belanja Terali dan Gorden 140.312.000
Estimasi Perubahan SAL 140.312.000

Sumber : Data diolah penulis.2020

Jurnal Penyesuaian
Kantor Camat Kubu Babussaalam Kabupaten Rokan Hilir

Desember 2017
Tyl Keterangan Debit Kredit
1/12 | Jurnal finansial
Beban Penyusutan Terali dan 28.062.400
Gorden 28.062.400
Akumulasi Penyusutan
Terali dan Gorden
Jurnal Anggaran 140.312.000
Belanja Terali dan Gorden
Estimasi Perubahan SAL 140.312.000

Sumber : Data diolah penulis.2020

Selanjutnya Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah

membuat Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010, seperti Laporan Relisasi Anggaran (Lampiran 2), Neraca (Lampiran 1),
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Laporan Operasional (Lampiran 4), Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran 3),dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi. Jurnal penutup
merupakan bagian dari siklus akuntansi keuangan daerah, Kantor Camat Kubu
Babussalam telah membuat jurnal penutup karena telah menggunakan sistem
komputerisasi.

Pada tahap selanjutnya yaitu perlu dilakukannya jurnal koreksi . karena jurnal
koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi adanya kesalahan agar
akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan

seharusnya.

4.2.3 Laporan Keuangan

Pada dasarnya Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir
telah membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang telah dibuat oleh Kantor
Camat Kubu Babussalam yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan
atas Laporan Keuangan (Calk).
a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang
mengambarkan perbandingan dengan anggaran dan realisasinya dalam suatu periode

pelapora. Unsur yang ada dalam Laporan Realisasi anggaran terdiri dari pendapatan
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LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas
tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 2) pada Kantor Camat Kubu
Babussalam Kabupaten Rokan Hilir mencakup unsur-unsur yang terdiri dari
pendapatan LRA yang terdiri sebagai berikut: pendapatan asli daerah, belanja operasi
terdiri dari atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja hibah, belanja
modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, surplus/defisit. Informasi
tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan
terhadap anggaran.

Kantor Camat Kubu Babussalam sebagai instansi pemerintah telah membuat
Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan format dan unsur-unsur seperti yang
disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
b. Neraca

Neraca yaitu menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca (Lampiran 1)
pada Kantor Camat Kubu Babussalam menyajikan aset yang terdiri dari aset lancar,
aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan
ekuitas.

Neraca pada Kantor Camat Kubu Babussalam formatnya terdiri dari aset
lancar yang terdiri atas Kas dan setara kas dan persediaan, aset tetap terdiri atas tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta kantor camat kubu babussalam
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sudah membuat akumulasi penyusutan terhadap aset tetap. Untuk penyusutan aset
tetap kantor camat kubu babussalam menggunakan metode garis lurus dan
menafsirkan umur ekonomis selama 5 tahun untuk penyusutan peralatan dan mesin.
Aset lainnya terdiri dari atas aset lain-lain. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka
pendek yang terdiri dari utang belanja. Ekuitas terdiri dari ekuitas, dan ekuitas untuk
dialokasikan.

Kantor camat kubu babussalam selaku instansi pemerintah telah membuat
Laporan Neraca sesuai dengan format dan unsur-unsur seperti yang telah dijelaskan
didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalaam pendapatan-
LO, beban operasional, surplus/defisit-LO daari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional (Lampiran 4) paada Kantor Camat Kubu Babussalam
terdiri dari Pendapatan-LO yang terdiri dari pendapatan asli daerah-LO, beban
operasi-LO terdiri atas beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban
pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban hibah, beban penyusutan dan amortisasi
, surplus/defisit dari operasi.

Kantor Camat Kubu Babussalam sebagai instansi pemerintah telah membuat
Laporan Operasional sesuai dengan format dan unsur-unsur seperti yang telah

dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
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d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yaitu menyajikan informasi sekurang-kurangnya
pos-pos ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya, surplus /defisit-LO pada periode
bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas,
antara lain berasal dari dampak kumulatif disebabkan oleh perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar misalnya:
1. Koreksi nilai persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran 3) yang telah dibuat oleh pihak
Kantor Camat Kubu Babussalam telah sesuai dengan format dan unsur-unsur yang
disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari
laporan keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi
penjelasan secara detail atas pos-pos yang dilaporakan didalam laporan keuangan
dengan bahasa yang lebih mudah diterima dan dipahami oleh banyak pengguna
laporan keuangan pemerintah, serta mengungkapkan kebijakan dan menjelaskan
kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan Negara.

Catatan atas Laporan Keuangan juga menerangkan hal-hal spesifik seperti
kebijakan akuntansi, basis yang digunakan untuk membuat laporan keuangan yang

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara wajar.
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Dalam Catatan atas Laporan Keuangan suatu Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) harus menyusun hal-hal seperti dibawah ini.

1.

Bab | Pendahuluan

Pada bab ini setidaknya berisikan maksud dan tujuan dari penyusunan
laporan keuangan, landasan hokum yang digunakan saat penyusunan
laporan keuangan, serta sistematikan penyusunan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Bab |1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Dalam bab ini akan menerangkan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian
target kinerja keuangan, dan juga hambatan apa saja yang didapatkan
selama mencapai target yang telah disusun.

Bab 11l Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pada bab ini akan diberikan penjelasan secara merinci terkait pos-pos
yang ada di dalam laporan keuangan mulai dari pendapatan-LRA,
belanja, pendapatan-LO, beban, aset, serta basis yang digunakan dalam
penyusunan dalam penyusunan laporan keuangan.

Bab IV Pengungkapan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan

Pada bab ini akan menerangkan mengenai gambaran umum entitas, tugas
pokok serta fungsinya, struktur organisasi, dan juga kepegawaian.

Bab V Penutup

Pada bab ini akan menjelaskan keismpulan-kesimpulan yang didapatkan

terkait laporan keuangan.
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Setelah melihat dan menganalisis Catatan atas Laporan Keuangan pihak
Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah membuatnya sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.




BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Setelah melakanakan penelitian dan dilakukan pengkajian terhadap bab

sebelumnya jadi dapat dibuat kesimpulan beserta saran yang sekiranya berguna.

5.1 Simpulan

1. Penerapan Akuntansi Keuangan pada Kantor Camat Kubu Babussalam
yaitu mulai dari membuat Buku Kas Umum (BKU), semua transaksi baik
penerimaan maupun pengeluaran kas yang terjadi dicatat terlebih dahulu
ke dalam Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya membuat jurnal untuk
setiap transaksi yang ada.

2. Kantor Kubu Babussalam tidak membuat jurnal yang terpisah antara
penerimaan kas dan pengeluaran kas, semua jurnal digabungkan
termasuk jurnal finansial dan jurnal anggaran didalam satu buku jurnal
yaitu jurnal umum saja.

3. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Camat Kubu
Babussalam belum membuat jurnal umum, belum memposting ke buku
besar dan belum membuat jurnal penyesuaian.

4. Kantor Camat Kubu Babussalam telah membuat Laporan Keuangan
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran( LRA), Neraca, Laporan
Operasional(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas
Laporan Keuangan(Calk) namun belum sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah.
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5. Kantor Camat Kubu Babussalam juga belum membuat jurnal penyusutan
aset tetap.

6. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa Penerapan Akuntansi pada Kantor Camat Kubu Babussalam
secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai dengan hipotesis yang
dibuat oleh penuli, karena itu Kantor Camat Kubu Babussalam perlu
melakukan perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh penulis.

6.2 Saran

1. Kantor Camat Kubu Babussalam sebaiknya melakukan pencatataan atas
seluruh transaksi tidak hanya kedalam Buku Kas Umum saja namun juga
dicatat didalam Buku Besar.

2. Kantor Camat Kubu Babussalam seharusnya juga membuat jurnal
anggaran dan finansial yang mana telah dijelaskan didalam Peraturan
Pemerintah No.71 Tahun 2010.

3. Kantor Camat Kubu Babussalam juga seharusnya mengakui aset tetap
berupa tanah dan bangunan sebagaimana sesuai dengan prinsip Subtance
Over From.

4. Sebaiknya Kantor Camat Kubu Babussalam membuat jurnal penyesuaian
yang bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan
kondisi ekonomi yang sesungguhnya, lebih akurat serta tidak terjadi

salah saji informasi.



nery wejysy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe fup udwnyo(

76

. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan agar dapat

mengembangkan lagi jangkauan penelitian tidak hanya mengenai

kesesuaian laporan keuangan saja dan dapat memberikan saran yang
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